LEMBAR KERJA 2: KAK YANG RESPONSIF GENDER
(GENDER ACTION BUDGET/GAB)

KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE

SUB KEGIATAN
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
TA 2026
Perangkat Daerah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai

dengan Angka Kecukupan Gizi

Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan
Berbasis Sumber Daya Lokal

Kode Subkegiatan 2.09.03.2.04.0002

Kinerja Peningkatan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi
Pangan

Indikator

Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman
Konsumsi Pangan

Satuan Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Umum

A. Latar Belakang
e Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Menghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279);

¢. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

d. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2008 Tentang Partai Politik

e. Undang —undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

g. Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Nasional;

h. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;

i.  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman
Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal

j.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas peraturan
Menteri Dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
pengarusutamaan Gender di Daerah;

k. Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi..
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e Gambaran Umum

e Berdasarkan Undang—-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, mengamanatkan
bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman
konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sesuai dengan potensi dan
kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif. Upaya penganekaragaman
pangan sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi.

e Pemenuhan pangan sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan Sumber
Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Berbagai kajian ilmiah menunjukkan bahwa untuk
dapat hidup sehat dan produktif manusia memerlukan sekitar 45 jenis zat gizi yang harus
diperoleh dari makan yang dikonsumsi, dalam jumlah cukup, tidak berlebihan dan tidak juga
kurang. Dengan mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam, kekuarangan
zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi
jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang.

e Dalam rangka mendukung konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman
(B2SA), salah satu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang
Panjang adalah pelatihan pengolahan menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman
berbasis pangan lokal. Melalui pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan minat
masyarakat untuk mengolah bahan pangan potensi sumber daya lokal menjadi pangan
yang sehat dan aman dengan komposisi gizi yang seimbang. Disamping itu juga untuk
memberikan nilai ekonomis dan nilai tambah pengolahan dan pemanfaatan produk pangan
berbasis sumber daya lokal.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

e Pengambil kebijakan di Pemerintah Daerah

o Dinasl/instansi terkait dan lembaga

e | embaga masyarakat / organisasi-organisasi.

C. Strategi untuk Mencapai Kinerja

Dalam rangka mencapai kinerja, akan dilakukan tahapan aktivitas sebagai berikut :
(1) Persiapan

Kegiatan persiapan dalam bentuk konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Dinas (PA) dalam
proses penggunaan anggaran. Selanjutnya dilakukan rapat persiapan untuk melaksanakan
kegiatan. Rapat persiapan dilakukan di kantor yang bertujuan untuk membahas bagaimana kinerja
dapat dicapai.

a. Menyiapkan materi dan jadwal lomba kegiatan serta menentukan Narasumber, Moderator dan
lainnya.



(2) Lokasi, tempat dan waktu pelaksanaan di Kota Padang Panjang dan Provinsi,
(3) Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan di dalam rapat persiapan.

o Pelaksanaan
1. Sosialisasi Penyusunan Menu B2SA akan diikuti oleh 24 (dua puluh empat) orang yang
merupakan perwakilan TP-PKK kelurahan dan kecamatan se-Kota Padang Panjang.
Sosialisasi Penyusunan Menu B2SA berbasis sumber daya lokal ini diadakan dengan
narasumber dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
2. Lomba B2SA Tingkat Kota yang diikuti oleh seluruh TP-PKK Kelurahan se-Kota Padang
Panjang. Lomba ini harus memperhatikan konsep Beragam, Bergizi, Seimbang dan
Aman (B2SA).
3. Mengikuti Lomba B2SA Tingkat Propinsi yang diikuti oleh perwakilan TP-PKK Kota
Padang Panjang.
e Monitoring dan Evaluasi
Melakukan evaluasi kembali atas pelaksanaan kegiatan melalui media atau memberikan
kuesioner Monev untuk memetakan hasil kegiatan.
e Pelaporan
Menyiapkan laporan kegiatan atau laporan pertanggungjawaban.

D. Kurun Waktu Pencapaian Kinerja

Sub-kegiatan ini akan dilaksanakan selama Januari sd Desember 2026 dengan rincian sebagai
berikut:

Rencana pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

JADWAL PELAKSANAAN
PROGRAM / KEGIATAN

Jan | Feb | Mar | April

Membuat SK
Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi Penyusunan
Menu B2SA

Lomba B2SA Tingkat
Kota

Lomba B2SA Tingkat
Propinsi

Pelaporan dan Evaluasi

E. Penilaian Resiko
- Terlambatnya pelaksanaan kegiatan,
- Tidak terpenuhinya peserta kegiatan dengan kriteria yang diharapkan.




F. Biaya Yang Diperiukan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada DPA Dinas Panagan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2027 dengan anggaran sebesar

Rp.29.060.000,- (Dua puluh Sembilan juta enam puluh ribu
rupiah)

G. Penutup

Demikianlah kerangka acuan ini dibuat untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan
nantinya.

Padang Panjang, Maret 2026
Mengetahui

KEPALA DINAS CNAS PANGAN DAN KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN
. L)

YOHANA'LISA,S.TP.M.Si
NIP. 19780408 200501 2 008
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LEMBAR KERJA 1: ANALISIS GENDER DENGAN

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

1. Menyusun Cascading Kinerja sesuai dengan Inmendagri No 2 Tahun 2025 dengan menggunakan RPJMD Provinsi masing-masing

Visi Misi Tujuan Sasaran Outcome Program Prioritas
Padang Panjang Kota MISI Il : Meningkatkan Meningkatnya Produktivitas | -Meningkatkan - Meningkatnya konsumsi | 2.09.03.2.04.0002
Serambi Mekah yang Maju, | Perekonomian Daerah dan Ketersediaan Pangan Ketersediaan Pangan sumber daya lokal di | Pemberdayaan Masyarakat
Sejahtera dan Bermarwah | yang Berkelanjutan Daerah -Meningkatkan Kesejateraan masyarakat dalam Penganekaragaman
berbasis Potensi Lokal Pembudidaya lkan, Petani Konsumsi Pangan Berbasis
dan Peternak Sumber Daya Lokal
-Meningkatkan Kinerja
Perangkat Daerah.
2. Menyusun analisis gender sektoral yang menggunakan Gender Analysis Pathway:
Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4
Tentukan Satu Isu Gender | Identifikasi faktor penyebab Susun Rencana Aksi Identifikasi PD relevan
Strategis
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 | - Kurang nya anggaran - Meningkatkat anggaran Identifikasi PD
Tahun 2012 tentang Pangan, - Melakukan pembinaan dan | - DP3AP2KB
mengamanatkan bahwa Pemerintah dan | - SDM Masyarakat (Ilbu Rumah Tangga) pemberdayaan masyarakat dalam | - DINAS KESEHATAN
Pemerintah Daerah berkewajiban | yang masih rendah pemenuhan pangan keluarga KECAMATAN DAN KELURAHAN
mewujudkan penganekaragaman konsumsi | - Adanya subordinasi gender menjadi | - Melakukan Pengawasan - BAPPEDA
pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penghalang bagi keterwakilan | - Melakukan sosialisasi dan lombaB2SA | - BPKD

masyarakat sesuai dengan potensi dan
kearifan lokal guna mewujudkan hidup sehat,
aktif dan produktif. Upaya
penganekaragaman pangan sebagaimana
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015
tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

perempuan untuk berpartisipasi dalam
berusaha.

- Rendahnya
dalam memilih

partisipasi  perempuan

Identifikasi Program

Program: Peningkatan Diverifikasi dan
ketahanan pangan Masyarakat.







